
1. Pasal 18 ayar (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Kotarnadya Dacrah Tingkat II Kendari (Lernbaran Negara 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan 1-'asal 2 ayac (2) Peraruran 
Pernerintah 1-'engganti Undang-Undang Nomor l Tahun 2020 
teniang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Pcnanganan Pandemi Corona Vims Disease 
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancarnan yang Mernbahayakan Perckonornian Nasional 
cfan/atau Stabilitas Sistern Keuangan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presi.den Nornor 72 Tahun 2020 
teruang Perubahan atas Pcraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2020 ceruang Perubahan Postur da.n Rincian Anggaran 
Peridapatan dan Belanja Negara Tanun Anggaran 2020 celah 
di tetapkan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 
Anggaran 2020 yang merupakan bagian dari anggaran Transfer 
kc daerah Tahun Anggaran 2020; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
87 /PMK.07 /2020 ienrang Pengelolaan Dana lnsentif Daerah 
Tarnbahan Tahun Anggaran 2020; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a, huruf b, clan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Walikot.a tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 
Walikota Kendari Nornor 61 Ta hun 2019 ten tang Penjabaran 
An:ggaran Pendapatan dan ~elanja Daerah Kota Kendari Tahun 
Anggaran 2020; 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020 

TENT ANG 

PROVINS[ SULAWESI TENGGARA 
PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

NOMOR ?' TAHUN 2020 

WALIKOTA KENDARI 



Repuhlik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 
dan Nepousme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 7'5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negara [Lcrnbaran Negara Republik fndonesia Tahun 2003 
Nnmor 47, Tarnbahan Lernbaran. Negara Republik Indonesia 
Nornor 4286); 

5. Undang-Undang Nornor 1.5 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
1-'engelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahari 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ientang Sistem 
Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 'Tahun 2004 tentang Perirnbangan 
Keuangan anlar.a Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Rcrribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undan.g Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan 
Pcraturan Peru ndang-Uudangan [Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tah'un 201 l Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20 19 ten tang 
Pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peratura n Perundang-Undangan [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1.83, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6398); 

10.Undang-Undang Nomor 2J Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lernbarau Negara Republik Indonesia 
Nornor 5587) sebagaimana tclah diubah beberapa ka.li terakhir 
dengan Undang-Undang Nemer 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 20!4 
tentang Pemerinta.ban Daerah (Lernbaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I. 
Tah un 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistern Keuangan unruk Penanganan Pandemi Corona Viro,l; 



Disease 2019 (COVlD-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahaya.kan Perekonornian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistern Keuangan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6485); 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4575); 

13. Peraruran Pemcrintah Nornor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 'I'ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagairnana telah diubah 
clengan Peraturan Pernerinrah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentung Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lernbaran Negara ~epublik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan 
Kcuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nornnr 25, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15.Peracuran Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akunransi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahun Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5165); 

16. Peraturan Pemerinrah Nnrnor 2 Tahun 201:.! tentang Hibah 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor ::;272); 

17.Pcraturnn Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 teruang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nornor 73, Tarn bah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6041); 

18. Peraturan Pcmcrintah Nomor 1.8 Tahun 2017 tentang Hak 
Kcuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah [Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 20l7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

19.Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernharan Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 l 9 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomur 6322); 

20. Peraiuran Menceri Dalarn Negeri Nnmor 13 Tahun 2006 ten tang 
Pcngclolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 21 Tahun 20 l l ten tang Pcrubahan Kedua alas Peraturan 



Ketentuan Pasal 1 Pera tu ran Walikot.a Kendari Nomor 61 Tahun 2019 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kota Kendari Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kata Kendari Tahun 201g Nomor 61,) yang telah. 
bebcrapa kali diubah dengan Peraruran Walikota · 

Pasal I 

Mcnetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020 

MEMUTUSKAN : 

Me nreri Dalarn Negeri Nomor l3 tcntang Pedoman Pengelulaan 
Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

21.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
derigan Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nornor 36 Tahun 2011 
teruang Perubahan atas Perat.ura.n Menteri Dalam Negeri Nornor 
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daer ah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae rah dan 2015 Peran1ran Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendaparan dan Belanja Dacrah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tab uri 2011 Nomor 5257); 

22. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 3::1 Tahun 20 l 9 ten tang 
Pcdornan Penyustrnan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tai-tun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nornor 655); 

23. Peraturan Dacrah Kora Kcndari Norn.or 12 Tahun 2007 tenrang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah 
Kora Kendari Tahun 2007 Nomor 12); 

24. Peraturan Dacrah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Kendari 
[Lernbaran Dacrah Kota Kcndari Tahun 2016 Nomor 5) 
sebagairnana tclah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Kcndari Nomor l O Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kata Kendari Nomor 5 Tabun 2016 tcntang 
Pernbentukan dan Susuuan Perangkat Dacrah Kota Kendari 
[Lernbaran Daerah Kora Kendari 'Tahun 2019 Nomor 10): 

25. Perat.uran Daerah Kota Kendari Nornor 7 Ta hun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T<ota Kendari Tabun 
Anggaran 2020 (Lcmbaran Dacrah Kota Kendari TabUJ1 2019 
Nornor 7); 



1. Peridapatan : 
a. Semula Rp. 1.583.261.842.973, 13 

b. Bertambah/ (herkura ng) Rp . (309.856.787.873,00) 

.Iurnlah pendapatan setelah pcrubahan Rp. 1.273.405.055.100, 13 

2. Belanja : 
a. Semula Rp. 1.605.349.0 J 5.088,00 

b. Rertambah/ (berkurang) Rp. (298. 973.672.87:-1,00) 

Jumlah belanja setclah perubahan Rp. l.306.:-175.342.215,00 

Surplus/ (Defisit) Setclah Perubah,w Rp. (32.970.287.114 ,87) 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan 

l) Semula Rp. 22.-087. J 72.114,87 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. J.0.883.115.000,00 

Jumlah pcnerirnaan setelah perubahan Rp. 32.970.287.114,87 

b. Pengeluaran 
1. Semula Rp. 0,00 

2. Ber tam bah! (berkurang) Rp. 0 00 

Jumlah pengcluaran setelah perubahan Rp. 0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 32.970.287 .114,87 

Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00 

Anggaran Pendapatan dan Belan]a Daerah Tahun Anggaran 2020 semula 
berjumlah Rp. l.605.349.015.088,00 bcrkurang sejumlah Rp.298.973.672.873,00 
sehingga rnenjadi Rp. 1 .306.375.342.215,00 dengan rincian sebagai berikut : 

Pasal 1 

a. Peraturan Walikota Kendari Nomor I Tahun 2020 ientang .Pcrubahan atas 
Peraturan Walikota Kenda.ri. Nornor 6 l Tahun 2019 tentang Peajabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kora Kendari Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1 ); 

b. Peraturan Walikota Kendari Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubaha.n Kedua 
atas Pcraturan Walikota Kendari Nornor b 1 Tahun 2019 ten tang Penjabaran 
Ang.q;aran Pendapat.an dan Belanja Daerah Kola Kendari Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerab Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 22); 

c. Peraturan Walikota Kendari Nornor 25 Tab un. 2020 tentang Perubahan Ketiga 
atas Peraturau Walikota Kcridari Nomor 61 Tahun 201 Y tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kata Kendari Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomar 25); 

d. Peraturan WalikoLa Kendari Nomor 34 Talrun 2020 tentang Perubahan 
Keernpat atas Peraturan Walikota Kendari Nomar 61 Tahun 201g tentang 
Penjabaran Anggarau Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Kendari Tahun 
Anggaran 2020 [Berita Daerah Kota KcndHri Tahun 2020 Nomor 34). 

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 



SERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR Jg 

Hj. NAHWA UMAR 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI 

Diundangkan di Kenrlari 
pada ianggal 'Z4- ?-- 2020 

PARAF KOORDl'NASI 
PAR AF 

Agar setiap orang mcngerahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penernpatannya dalarn Serita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada ranggal diundangkan. 

Pasal II 

2020 

4 
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